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ABSTRAK : - bahwa pembangunan jalan, fasilitas umum dan bangunan gedung, mempunyai 

peranan penting dalam mendukung pembangunan dibidang ekonomi, sosial dan 

budaya, serta lingkungan hidup sebagai upaya untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka memberikan kemudahan kepada 

masyarakat dalam memperoleh informasi identitas jalan, fasilitas umum, dan 

bangunan gedung perlu dilakukannya pemberian nama jalan, fasilitas umum, 

dan penomoran bangunan gedung. Untuk memberikan arah, landasan dan 

kepastian hukum terkait dengan penamaan jalan, fasilitas umum, dan 

penomoran bangunan gedung maka diperlukan pengaturan mengenai 

pemberian nama jalan, fasilitas umum, dan penomoran bangunan gedung; 
 

  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950 

sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 2002 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; 

UU No. 38 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 2 

Tahun 2022; UU No. 1 Tahun 2011 sebagaiman telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan UU No. 6 tahun 2023; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah 

diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 6 Tahun 2014 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 tahun 2023; 

UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 24 Tahun 1997; PP No. 16 Tahun 2021; PP No. 34 

Tahun 2006. 
  

  - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang penamaan jalan dan fasilitas 

umum, penomoran bangunan gedung, tata cara penamaan jalan dan fasilitas 

umum, tata cara penomoran bangunan gedung, papan nama jalan dan tiang, 

pembinaan dan pengawasan, pembiayaan, larangan, serta ketentuan pidana. 
 



CATATAN : - 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12 Juni 2023  

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Nama Jalan, Fasilitas Umum, dan 

Nomor Bangunan Gedung di Daerah yang telah ada sebelum berlakunya 

Peraturan Daerah ini, tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) 

tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini. Nama Jalan, Fasilitas 

Umum, dan Nomor Bangunan Gedung di Daerah yang belum ditetapkan harus 

menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini. Kegiatan inventarisasi dan 

pendataan Nama Jalan dan Fasilitas Umum dilakukan oleh Pemerintah Daerah 

paling lama 1 (satu) tahun semenjak Peraturan Daerah ini ditetapkan. 

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) 

tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. 

Penjelasan : 4 Hlm 

 


